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Abstract

Artikel ini membahas urgensi pangan biru sebagai pilar ketahanan pangan global dan im-
plementasinya dalam diplomasi Indonesia dengan menyintesis tiga rumpun literatur—pan-
gan biru, ekonomi biru dan tata kelola laut, serta kebijakan dan diplomasi pangan Indone-
sia—untuk mengembangkan kerangka “diplomasi pangan biru Indonesia”. Pangan biru,
yang mencakup sumber daya akuatik seperti ikan dan rumput laut, dipandang menawarkan
solusi terhadap krisis iklim dan kelaparan karena memiliki jejak lingkungan yang relatif lebih
rendah sekaligus berkontribusi besar pada pemenuhan gizi dan penghidupan masyarakat
pesisir. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut melimpah, Indonesia memiliki po-
tensi signifikan untuk menjadi pelopor transformasi pangan biru melalui penguatan ke-
bijakan ekonomi biru, integrasi pangan biru dalam perencanaan pembangunan nasional,
dan diplomasi pangan yang inklusif. Artikel ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi,
antara lain dinamika geopolitik Indo-Pasifik, regulasi perdagangan dan standar keberlanju-
tan yang berpotensi proteksionis, praktik IUUF, serta keterbatasan tata kelola dan kapasitas
nelayan kecil, dan menawarkan strategi diplomasi pangan biru yang berlandaskan pen-
guatan kebijakan nasional, pembentukan koalisi internasional berbasis kepentingan ber-
sama, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan langkah yang terarah, Indonesia
berpeluang tampil sebagai pelopor transformasi pangan biru di kawasan sekaligus aktor
normatif dalam tata kelola pangan laut global yang berkeadilan dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Sistem pangan dunia saat ini
menghadapi setidaknya dua tantangan
struktural yang saling terkait dan saling
memperkuat. Pertama, kontribusi signif-
ikan sistem pangan terhadap emisi gas ru-
mah kaca yang mendorong perubahan
iklim global serta degradasi ekosistem.
Studi menunjukkan bahwa sekitar seper-
empat dari total emisi gas rumah kaca
global berasal dari berbagai tahapan sis-
tem pangan, mulai dari produksi, pen-
golahan, distribusi, hingga konsumsi, se-
mentara sekitar tiga perempat penggunaan
air konsumsi global dikontribusikan oleh
sektor ini, sehingga memperparah risiko
pemanasan global dan memicu beragam
bencana lingkungan seperti kekeringan,
degradasi tanah, hilangnya keane-
karagaman hayati, dan penurunan produk-
tivitas lahan (Poore & Nemecek, 2018;
Gephart et al., 2021; Asnawi, 2015; IPCC,
2019). Dalam konteks ini, sistem pangan
bukan hanya korban perubahan iklim,
tetapi sekaligus menjadi salah satu pen-
dorong utama krisis iklim dan tekanan ter-
hadap batas-batas planet.

Kedua, dunia masih Dbergulat
dengan permasalahan kelaparan, malnu-
trisi, dan kerawanan pangan yang meluas
dan semakin kompleks. Data Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)
bahwa pada tahun 2024 sekitar 720 juta

orang mengalami kelaparan, setara

menunjukkan

dengan 8,2 persen populasi dunia, semen-

tara lebih dari 2,3 miliar orang mengalami

kerawanan pangan moderat maupun be-
rat, dengan beban terbesar di kawasan
Asia, komunitas pedesaan, dan kelompok
perempuan (FAO et al., 2025). Proyeksi
menunjukkan bahwa tanpa transformasi
sistem pangan yang menyeluruh, jumlah
penderita kekurangan gizi kronis berpo-
tensi terus meningkat hingga 2030, diper-
buruk oleh dampak pandemi, konflik ber-
senjata, volatilitas harga pangan dan en-
ergi, serta gangguan rantai pasok global
(Novena & Utomo, 2025).

Kedua isu besar tersebut saling
memengaruhi dan membentuk “dilema
ganda” sistem pangan: memberi makan
penduduk bumi yang terus bertambah
tanpa melampaui batas-batas ekologi. Sis-
tem pangan yang tidak berkelanjutan tidak
saja memperbesar ancaman terhadap ling-
kungan, tetapi juga gagal memastikan
pemerataan distribusi pangan, akses
ekonomi yang terjangkau, dan kualitas gizi
yang memadai bagi kelompok rentan
(Holden et al., 2018; Li & Zhang, 2024;
Duro et al., 2020). Dalam situasi ini, fokus
kebijakan yang terlalu berat sebelah—baik
hanya pada peningkatan produksi tanpa
mempertimbangkan emisi dan degradasi,
maupun hanya pada mitigasi iklim tanpa
memperhatikan akses dan keterjangkauan
pangan—tidak akan memadai untuk me-
nyelesaikan tantangan kelaparan global
dan ketimpangan gizi.

Sebagai respon terhadap kom-
pleksitas tersebut, konsep “pangan biru”

(blue food) ditawarkan sebagai alternatif



sekaligus solusi strategis dalam transfor-
masi sistem pangan global yang berorien-
tasi pada gizi, iklim, dan keadilan sosial.
Pangan biru mencakup sumber-sumber
pangan yang berasal dari ekosistem
perairan—baik hasil tangkapan alam mau-
pun budidaya—yang selama ini telah
memberikan nutrisi bagi sekitar 3,3 miliar
orang dan penghidupan bagi 10—12 persen
populasi global, terutama di komunitas
pesisir dan negara kepulauan (Rose,
2020). Berbagai kajian menunjukkan
bahwa pangan biru, bila dikelola secara
berkelanjutan dan inklusif, berpotensi me-
nyediakan protein dan mikronutrien pent-
ing dengan jejak lingkungan yang lebih
rendah dibandingkan banyak komoditas
ternak darat, sehingga dapat berkontribusi
simultan pada agenda Zero Hunger, Good
Health and Well-being, serta mitigasi peru-
bahan iklim.

Indonesia sebagai negara kepu-
lauan dengan garis pantai yang panjang
dan keanekaragaman hayati laut yang
tinggi memiliki potensi luar biasa untuk
menjadi garda depan transformasi pangan
biru dan ketahanan pangan global. Potensi
ini semakin relevan dalam kerangka pem-
bangunan ekonomi biru dan upaya inte-
grasi pangan biru ke dalam peta jalan pem-
bangunan nasional, termasuk melalui
perencanaan jangka panjang, penguatan
riset dan inovasi akuakultur berkelanjutan,
serta pengembangan rantai nilai produk
perikanan bernilai tambah (Jordan, 2025;
Bappenas, 2024). Dalam konteks geopoli-

tik dan kerja sama internasional, kapasitas

ini membuka peluang bagi Indonesia untuk
tidak hanya menjadi pemasok utama pan-
gan laut, tetapi juga aktor normatif yang
memengaruhi arah tata kelola pangan dan
laut di tingkat regional dan global.

Bertolak dari latar belakang terse-
but, rumusan masalah yang diangkat da-
lam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana
peran strategis pangan biru dalam mem-
perkuat ketahanan pangan dan gizi Indo-
nesia sekaligus mendukung pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan dunia;
dan kedua, bagaimana tantangan serta
strategi diplomasi yang dibutuhkan untuk
mewujudkan pengelolaan pangan biru
yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadi-
lan pada level nasional maupun global.
Artikel ini berargumen bahwa pangan biru
perlu diposisikan sebagai pilar ketahanan
pangan global sekaligus instrumen diplo-
masi Indonesia, karena mampu menjawab
krisis iklim dan kelaparan dengan jejak ling-
kungan yang lebih rendah, kontribusi gizi
dan penghidupan masyarakat pesisir yang
besar, serta memberikan ruang bagi Indo-
nesia untuk tampil sebagai pelopor dan
aktor normatif dalam pembentukan norma,
standar, dan arsitektur tata kelola pangan

laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Analisis peran pangan biru dalam
ketahanan pangan global pada artikel ini
didasarkan pada sejumlah konsep dan
pendekatan strategis yang saling terkait,
yaitu konsep pangan biru, ketahanan pan-

gan dan gizi, diplomasi pangan sebagai



wujud soft power, serta tata kelola dan di-
plomasi pangan biru dalam kerangka
ekonomi biru. Keempat pilar ini digunakan
untuk menjelaskan bagaimana pangan biru
tidak hanya berfungsi sebagai komoditas
ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen ge-
opolitik, solusi perubahan iklim, dan
pengungkit kesejahteraan bagi Indonesia
sebagai negara kepulauan.

Pertama, pangan biru (blue food)
didefinisikan sebagai seluruh sumber pan-
gan vyang berasal dari ekosistem
perairan—baik air tawar maupun laut—
yang dihasilkan melalui penangkapan
maupun budidaya, meliputi ikan, boga ba-
hari, dan rumput laut (Rose, 2020). Dalam
diskursus sistem pangan, pangan biru
diposisikan sebagai pelengkap pangan hi-
jau (green food), yaitu produk pertanian
darat berorientasi keberlanjutan (Khan,
Chamhuri & Farah, 2015; Ashaoulu &
Ashaolu, 2020). Pangan biru dipandang
memiliki keunggulan komparatif dari sisi
kepadatan gizi, jejak lingkungan yang
relatif lebih rendah, dan perannya dalam
menopang  penghidupan  masyarakat
pesisir, sehingga relevan sebagai pilar
transformasi sistem pangan global yang
lebih sehat dan berkelanjutan.

Kedua, konsep ketahanan pangan
digunakan dalam pengertian yang luas,
mencakup dimensi ketersediaan, akses,
pemanfaatan (gizi dan kesehatan), dan
stabilitas, sebagaimana diadopsi dalam
berbagai dokumen Food and Agriculture
Organization (FAO) dan agenda SDG. Da-

lam konteks ini, pangan biru dipahami

bukan hanya sebagai sumber kalori dan
protein, tetapi juga sebagai penyedia
mikronutrien penting yang berkontribusi
pada ketahanan gizi dan pembangunan
sumber daya manusia, terutama di negara
berkembang yang memiliki tradisi kon-
sumsi ikan yang kuat. Pendekatan ini
memungkinkan analisis yang menghub-
ungkan produksi dan perdagangan pangan
biru dengan isu ketahanan pangan dan
gizi, kualitas diet, serta resiliensi sistem
pangan terhadap guncangan iklim dan
ekonomi.

Keempat, artikel ini mengem-
bangkan konsep diplomasi pangan biru se-
bagai pengkhususan dari diplomasi pan-
gan yang berfokus pada sumber daya aku-
atik dan sistem pangan laut. Diplomasi
pangan biru dipahami sebagai praktik ko-
laborasi internasional untuk mengoptimal-
kan sumber daya perairan, mendorong ino-
vasi akuakultur rendah karbon, mengelola
perikanan secara berkelanjutan, serta me-
mastikan bahwa manfaat ekonomi dan gizi
dari pangan biru didistribusikan secara
adil, terutama kepada masyarakat pesisir
dan nelayan kecil (Hakimul Ikhwan dalam
UGM, 2025; KKP, 2025; Regal Springs In-
donesia, 2025). Dalam kerangka ini, diplo-
masi pangan biru melibatkan peran aktif In-
donesia dalam berbagai rezim dan forum—
seperti World Trade Organization (WTO),
FAQO, Regional Fisheries Management Or-
ganization (RFMO), dan kerangka kerja
ekonomi biru regional—untuk memper-

juangkan arsitektur perdagangan dan tata



kelola laut yang berpihak pada keadilan so-
sial, ketahanan pangan, dan keberlanjutan
sumber daya.

Kelima, kerangka teori ini menem-
patkan pangan biru dalam konteks
ekonomi biru (blue economy), yakni pen-
dekatan pembangunan yang mengupaya-
kan pemanfaatan sumber daya laut untuk
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kese-
jahteraan  sosial, dan pelestarian
ekosistem secara simultan. Literatur kritis
mengenai ekonomi biru mengingatkan
bahwa pendekatan yang terlalu teknokratis
dan berorientasi investasi dapat menga-
baikan dimensi keadilan, hak-hak nelayan
skala kecil, dan ketimpangan kekuasaan
dalam pengelolaan laut (Béné et al., 2010;
Farmery et al., 2021; Silver et al., 2015;
Bueger & Edmunds, 2020). Karena itu,
kerangka diplomasi pangan biru Indonesia
dalam artikel ini secara eksplisit menginte-
grasikan dimensi keadilan sosial, perlin-
dungan nelayan kecil, dan diferensiasi ka-
pasitas negara berkembang sebagai prin-
sip normatif dalam membaca kebijakan
ekonomi biru dan peran Indonesia di Indo-
Pasifik.

Dengan mensintesiskan konsep
pangan biru, ketahanan pangan dan gizi,
diplomasi pangan berbasis soft power,
serta ekonomi biru yang berkeadilan,
kerangka teori artikel ini memberikan dasar
untuk menganalisis bagaimana Indonesia
dapat memposisikan pangan biru sebagai
pilar ketahanan pangan nasional dan
global sekaligus sebagai instrumen diplo-

masi. Kerangka ini juga memungkinkan

pengujian terhadap sejauh mana kebijakan
dan praktik diplomasi Indonesia mampu
menjembatani bukti ilmiah tentang manfaat
pangan biru dengan kebutuhan politik dan
institusional dalam berbagai forum regional

dan multilateral.

TINJAUAN LITERATUR

Literatur mengenai pangan biru dan
transformasi sistem pangan dalam satu
dekade terakhir menunjukkan pergeseran
penting dari fokus tradisional pada per-
tanian darat menuju pemahaman yang
lebih menyeluruh atas kontribusi pangan
akuatik terhadap ketahanan pangan, gizi,
serta keberlanjutan lingkungan di tingkat
global. Secara garis besar, kajian ini dapat
dikelompokkan menjadi tiga rumpun
utama: i) studi ilmiah tentang peran pangan
biru dalam sistem pangan global dan tran-
sisi keberlanjutan, ii) kajian kritis atas
ekonomi biru dan tata kelola kelautan, dan
iii) kajian kebijakan serta pengalaman em-
piris negara berkembang, termasuk Indo-
nesia, dalam memanfaatkan pangan biru
untuk ketahanan pangan dan pem-
bangunan berkelanjutan.

Sejumlah studi kunci menempatkan
pangan biru sebagai komponen vital trans-
formasi sistem pangan global, baik dari sisi
gizi maupun dampak lingkungan dan iklim.
Golden et al. (2021) menunjukkan bahwa
pangan akuatik memiliki kepadatan mikro-
nutrien yang tinggi dan berpotensi
menurunkan beban kekurangan gizi apa-
bila diintegrasikan secara sistematis ke da-

lam kebijakan pangan dan gizi nasional,



khususnya di negara-negara berkembang
yang memiliki tradisi konsumsi ikan yang
kuat. Kajian ini menekankan bahwa pan-
gan akuatik tidak hanya menyumbang pro-
tein hewani, tetapi juga asam lemak esen-
sial dan mikronutrien kritis yang sulit di-
gantikan oleh pangan hijau, sehingga men-
jadikan pangan biru sebagai pilar penting
strategi pemenuhan gizi jangka panjang
dan pergeseran menuju pola konsumsi
yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Gephart et al. (2021) melengkapi argumen
tersebut dengan menunjukkan bahwa ban-
yak komoditas pangan biru memiliki jejak
lingkungan yang lebih rendah per unit pro-
tein dibandingkan daging ruminansia, khu-
susnya dari segi emisi gas rumah kaca dan
penggunaan lahan, sehingga pangan biru
dapat berkontribusi pada target mitigasi
perubahan iklim sambil tetap menopang
produksi pangan global.

Di tingkat sistem, Tigchelaar et al.
(2022) dan Crona et al. (2023) memetakan
peran pangan biru dalam transformasi sis-
tem pangan dan menegaskan bahwa di-
versifikasi pola konsumsi menuju pangan
akuatik yang berkelanjutan dapat menjadi
salah satu “entry point’ reformasi sistem
pangan global. Tigchelaar et al. (2022) me-
nyoroti bahwa pangan biru memiliki fungsi
vital dalam tiga dimensi: stabilitas pasokan
protein global, pengurangan kerentanan
gizi di komunitas pesisir dan negara kepu-
lauan, serta peningkatan resiliensi sistem
pangan terhadap guncangan iklim dan var-
iabilitas produksi pertanian darat. Semen-

tara itu, Crona et al. (2023) merumuskan

empat cara bagaimana pangan biru dapat
mendorong transformasi sistem pangan,
yaitu melalui peningkatan kesehatan
manusia, pengurangan tekanan ling-
kungan, penguatan mata pencaharian, dan
kontribusi terhadap keadilan pangan
global, dengan syarat terdapat intervensi
kebijakan yang tepat di sepanjang rantai
pasok dan mekanisme tata kelola yang
mampu mengurangi kesenjangan
kekuasaan antar pelaku. Meski demikian,
kedua kajian ini relatif masih berfokus pada
analisis global dan belum secara men-
dalam mengulas implikasi diplomatik mau-
pun politik dari reposisi pangan biru dalam
arsitektur tata kelola pangan dan laut
global.

Literatur mengenai ekonomi biru
memberikan konteks kritis terhadap opti-
misme teknokratik seputar pangan biru dan
potensi laut secara umum. Farmery et al.
(2021) mengidentifikasi adanya sejumlah
“blind spots” dalam visi ekonomi biru yang
berpotensi melemahkan kontribusi laut ter-
hadap pengentasan kelaparan dan mainu-
trisi bila dimensi sosial, keadilan, dan hak-
hak nelayan kecil diabaikan. Pendekatan
ekonomi biru yang terlalu menekankan
pertumbuhan dan investasi dapat me-
nyebabkan marginalisasi komunitas
pesisir, memperkuat proses “ocean grab-
bing”, dan mengabaikan fungsi pro-poor
perikanan skala kecil, sehingga kontribusi
nyata sektor ini terhadap ketahanan pan-
gan dan perlindungan sosial justru

tereduksi (Farmery et al., 2021; Béné et al.,



2010). Analisis Béné et al. (2010) menun-
jukkan bahwa perikanan skala kecil mem-
iliki fungsi sosial-ekonomi penting bagi ru-
mah tangga miskin di negara berkembang,
termasuk sebagai jaring pengaman dalam
menghadapi guncangan ekonomi dan
iklim, tetapi peran ini kerap tidak tercermin
dalam desain kebijakan dan indikator
makro yang berorientasi pada nilai ekspor
dan PDB.

Silver et al. (2015) dan Bueger &
Edmunds (2020) menambahkan dimensi
diskursif dan geopolitik dari ekonomi biru,
dengan menyoroti bagaimana istilah terse-
but diisi oleh berbagai kepentingan dan
narasi yang kerap berkompetisi. Silver et
al. (2015) menunjukkan bahwa wacana
‘ekonomi biru” dapat digunakan untuk
mempromosikan konservasi, pertumbuhan
ekonomi, atau privatisasi ruang laut, ter-
gantung aktor yang dominan, sehingga
perlu kehati-hatian agar agenda ketahanan
pangan, keadilan sosial, dan perlindungan
keanekaragaman hayati laut tidak terping-
girkan. Bueger & Edmunds (2020)
mendiskusikan ekonomi biru dalam
konteks Indo-Pasifik dan menekankan
hubungan antara ketahanan maritim, geo-
politik, dan resiliensi kawasan, yang secara
implisit membuka ruang bagi pemaknaan
ulang pangan biru sebagai bagian dari
agenda keamanan manusia, keamanan
gizi, dan tata kelola laut yang inklusif. Liter-
atur ini mengandung implikasi penting bagi
transformasi sistem pangan: tanpa tata kel-

ola yang sensitif terhadap ketimpangan

kekuasaan, dinamika geopolitik, dan kebu-
tuhan kelompok rentan (termasuk per-
empuan dan masyarakat adat pesisir),
pangan biru berisiko diposisikan semata
sebagai komoditas ekspor dan instrumen
pertumbuhan, bukan sebagai instrumen
pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang
berkeadilan.

Rumpun literatur ketiga menyoroti
dimensi kebijakan dan pengalaman em-
piris negara berkembang dalam menginte-
grasikan pangan biru ke dalam agenda
ketahanan pangan dan pembangunan
berkelanjutan, dengan Indonesia sebagai
salah satu kasus penting. Wijngaart et al.
(2017) menekankan peran perikanan dan
akuakultur bagi ketahanan pangan Indone-
sia melalui peningkatan ketersediaan pro-
tein serta penghasilan rumah tangga
pesisir, namun sekaligus mengingatkan
adanya tantangan berupa degradasi
ekosistem, ketimpangan akses sumber
daya, dan lemahnya integrasi tujuan gizi
dalam kebijakan sektor kelautan. Febrina
et al. (2025) menunjukkan bahwa ekonomi
biru di negara ASEAN berpendapatan
menengah, termasuk Indonesia, memiliki
potensi signifikan untuk memperkuat
ketahanan pangan dan gizi, tetapi hanya
jika investasi kelautan secara eksplisit di-
hubungkan dengan pengentasan kemiski-
nan, penguatan sistem pangan domestik,
dan pembangunan pesisir yang inklusif. Di
sisi lain, Firdausi & Budiman (2025) melalui
policy brief mengenai “unlocking blue foods
resources” menyoroti bahwa Indonesia

memiliki peluang besar memanfaatkan



pangan biru untuk ketahanan pangan dan
gizi, namun masih menghadapi tantangan
tata kelola, fragmentasi kebijakan lintas ke-
menterian, keterbatasan data ilmiah yang
terintegrasi, dan belum optimalnya inte-
grasi pangan biru ke dalam perencanaan
pembangunan nasional.

Kajian Garlock et al. (2024) mem-
perluas diskusi dengan menilai keberlanju-
tan lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam
sistem pangan biru, serta menekankan
pentingnya pendekatan lintas sektor dan
lintas skala untuk memastikan bahwa
manfaat pangan biru tersebar secara adil.
Mereka menegaskan bahwa keberhasilan
transformasi sistem pangan berbasis pan-
gan biru membutuhkan kombinasi inovasi
teknologi (misalnya akuakultur rendah
emisi dan pakan berkelanjutan), kerangka
regulasi yang kuat, insentif pasar yang te-
pat, dan instrumen kebijakan yang ber-
pihak kepada produsen kecil dan komuni-
tas pesisir yang rentan (Garlock et al.,
2024). Dalam konteks Indonesia, hal ini
berkaitan dengan perdebatan mengenai
subsidi perikanan, standar keberlanjutan
dan sertifikasi, serta posisi negara dalam
forum multilateral, sebagaimana dibahas
oleh Hilton & Agimuddin (2015), Soeparna
& Taofiqurohman (2023), serta Gea et al.
(2025) yang

mengaitkan isu subsidi dengan dimensi

menyoroti  pentingnya

ketahanan pangan, keberlanjutan sumber
daya, dan pembangunan pesisir. Walau-
pun literatur-literatur tersebut belum secara
eksplisit menggunakan istilah “diplomasi

pangan biru”, mereka memberikan dasar

empiris dan konseptual untuk memahami
bagaimana kebijakan domestik, kapasitas
sains, dan posisi tawar negara berkem-
bang dalam rezim perdagangan dan tata
kelola laut akan menentukan sejauh mana
pangan biru dapat benar-benar menjadi pi-
lar ketahanan pangan dan gizi, bukan
sekadar komoditas ekspor.

Secara keseluruhan, literatur ten-
tang pangan biru dan transformasi sistem
pangan menegaskan bahwa pangan biru
memiliki potensi besar sebagai instrumen
peningkatan gizi, pengurangan tekanan
lingkungan dan emisi, serta penguatan
mata pencaharian, terutama bagi negara
kepulauan dan komunitas pesisir. Namun,
kajian-kajian tersebut juga mengingatkan
adanya risiko jika transformasi didorong
tanpa memperhatikan keadilan sosial, hak-
hak nelayan kecil, dimensi gender, serta
asimetri kekuasaan dan kapasitas dalam
tata kelola laut dan perdagangan inter-
nasional (Béné et al., 2010; Farmery et al.,
2021; Silver et al., 2015; Bueger & Ed-
munds, 2020). Rumpun literatur ini relatif
masih terbatas dalam mengintegrasikan di-
mensi diplomasi, politik luar negeri, dan
mekanisme  “science-policy interface”
secara eksplisit, khususnya mengenai
bagaimana negara-negara seperti Indone-
sia dapat menggunakan pangan biru se-
bagai instrumen diplomasi pangan dan di-
plomasi maritim untuk memperjuangkan
ketahanan pangan, keadilan perdagangan,

pengakuan atas kapasitas berbeda dalam



rezim keberlanjutan global, serta perumu-
san standar dan skema sertifikasi yang
tidak bersifat proteksionis.

Dengan demikian, terdapat celah
penting bagi penelitan yang meng-
gabungkan tiga ranah: (i) bukti ilmiah
mengenai peran pangan biru dalam gizi,
keberlanjutan, dan resiliensi sistem pan-
gan (Golden et al., 2021; Gephart et al.,
2021; Tigchelaar et al., 2022; Crona et al.,
2023), (ii) kritik terhadap ekonomi biru dan
tata kelola laut yang sensitif terhadap
keadilan sosial, hak nelayan kecil, dan
dinamika geopolitik (Béné et al., 2010;
Farmery et al., 2021; Silver et al., 2015;
Bueger & Edmunds, 2020), dan (iii) analisis
kebijakan serta posisi Indonesia dalam
berbagai forum regional dan multilateral
terkait pangan laut, subsidi perikanan, dan
standar keberlanjutan (Wijngaart et al.,
2017; Febrina et al., 2025; Firdausi & Budi-
man, 2025; Soeparna & Taofiqurohman,
2023; Gea et al., 2025). Artikel tentang
“pangan biru sebagai pilar ketahanan pan-
gan global” dapat memanfaatkan celah ini
dengan memformulasikan konsep “diplo-
masi pangan biru Indonesia” sebagai
kerangka yang menjembatani temuan-
temuan ilmiah mengenai pangan biru
dengan praktik diplomasi, negosiasi inter-
nasional, dan pembentukan norma global,
sehingga memberikan kontribusi baru bagi
literatur akademik maupun perumusan
strategi kebijakan luar negeri Indonesia di
bidang ketahanan pangan, ekonomi biru,

dan tata kelola laut berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendeka-
tan kualitatif dengan metode studi pustaka
(library research) untuk mengkaji peran
dan strategi diplomasi pangan biru dalam
ketahanan pangan Indonesia. Data utama
diperolen melalui analisis literatur dari
jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi in-
ternasional, kebijakan pemerintah, serta
dokumen resmi yang relevan dalam lima
tahun terakhir. Sumber-sumber tersebut
mencakup publikasi dari FAO, Kemen-
terian PPN/Bappenas, Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan, serta lembaga riset
global tentang pangan biru dan diplomasi
pangan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-
analitik untuk mengidentifikasi relasi antara
konsep pangan biru, ketahanan pangan,
dan diplomasi Indonesia di berbagai forum
internasional. Proses penelitian melibatkan
identifikasi isu-isu utama, pengumpulan
data sekunder, cross-check sumber untuk
validasi, serta penarikan sintesis agar
memperoleh pemahaman komprehensif
terkait tantangan serta peluang transfor-
masi sistem pangan laut di Indonesia. Va-
liditas argumen diperoleh melalui pen-
gujian silang (triangulasi sumber) serta
penyesuaian data dari berbagai publikasi
mutakhir dan rekomendasi organisasi

terkait pangan biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konseptual dan Praktik Diplo-

masi Pangan Biru



Bagian ini mulai menjawab rumu-
san masalah pertama dengan men-
guraikan bagaimana pangan biru berkontri-
busi secara konkret terhadap ketahanan
pangan dan gizi Indonesia sekaligus men-
dukung pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Pangan biru merupakan inisiatif
yang memberikan manfaat ganda bagi
manusia dan lingkungan. Saat ini, sekitar
3,2 miliar orang di dunia memperoleh seki-
tar 20 persen asupan protein hewani dari
ikan. Di

Perencanaan

Indonesia, Kementerian

Pembangunan Nasional/
Bappenas memproyeksikan bahwa sektor
pangan biru akan berkontribusi sebesar
7,4-9,8 miliar dolar AS pada tahun 2045,
atau sekitar 15 persen dari target PDB na-
sional. Pengembangan pangan biru se-
jalan dengan arah kebijakan ketahanan
pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanju-
tan, dan ketahanan ekonomi domestik.
Potensi pangan biru di Indonesia
sangat besar. Dari sisi produksi, data Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan (KKP)
tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan produsen ikan terbesar kedua
di dunia dengan produksi mencapai 20 juta
ton dan kontribusi sekitar 2,6 persen ter-
hadap PDB nasional, senilai 32,11 juta
dolar AS. Temuan ini sejalan dengan
laporan FAO (2024) yang menyebutkan
bahwa Indonesia merupakan produsen he-
wan akuatik terbesar ketiga di dunia
dengan porsi sekitar 7 persen dari total
produksi global, setelah Tiongkok (36 per-

sen) dan India (8 persen). Selain itu, sektor
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ini menjadi sumber penghidupan bagi seki-
tar 3,7 juta rumah tangga yang menggan-
tungkan hidupnya pada kegiatan peri-
kanan.

Dalam konteks regional, pada peri-
ode 2017-2021 Indonesia menyumbang
rata-rata 22,6 juta ton ikan per tahun atau
sekitar 36 persen dari total produksi di ka-
wasan ASEAN (Firdausi and Budiman,
2025; SEAFDEC, 2022). Pada tahun 2021,
PDB dari sektor perikanan tercatat me-
nyumbang sekitar 2,77 persen terhadap to-
tal PDB Indonesia (SEAFDEC, 2022).

Dari sisi konsumsi, tren masyarakat
Indonesia menunjukkan peningkatan yang
positif. Menurut data FAO, konsumsi ikan
dan makanan laut Indonesia pada tahun
2021 dan 2022 masing-masing mencapai
41,07 kg per kapita dan 40,76 kg per kapita
(Our World in Data, 2025). Sementara itu,
data Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI (2025) menunjukkan bahwa konsumsi
ikan nasional pada tahun 2024 mencapai
58,91 kg per kapita, meningkat dari 57,91
kg pada tahun 2023 dan 57,27 kg pada ta-
hun 2022. Peningkatan ini merupakan ca-
paian penting untuk mendekati tingkat kon-
sumsi negara-negara Asia yang dikenal
sebagai konsumen ikan terbesar, seperti
Tiongkok, Myanmar, Vietham, dan Jepang
(Mustagim, 2023).

Selain itu, pangan biru berpotensi
menjadi sumber protein terjangkau yang
mendukung berbagai program pemerintah,
termasuk Program Makan Bergizi Gratis
(Munir, 2025). KKP menegaskan bahwa

ikan dan udang memiliki kandungan gizi



yang lebih tinggi dibandingkan daging sapi,
ayam, atau telur, sehingga kampanye pen-
ingkatan konsumsi pangan biru menjadi
bagian penting dari strategi ketahanan
pangan nasional (Harianto & Setyorini,
2025).

Meski potensinya besar, Indonesia
masih menghadapi sejumlah tantangan.
Dari aspek kebijakan, tata kelola dan regu-
lasi perikanan berkelanjutan masih perlu
diperkuat agar manfaat ekonomi dapat
dirasakan secara merata (Napitupulu et al.,
2022; Suherman et al., 2025). Dari sisi ling-
kungan, praktik penangkapan ikan berlebih
dan degradasi ekosistem laut masih ter-
jadi, mengancam ketahanan pangan di
wilayah pesisir (Kasri et al., 2024; Roisah
et al., 2023). Kondisi ini menegaskan pent-
ingnya pangan biru sebagai pilar utama ke-
bijakan ketahanan pangan nasional
sekaligus kontribusi Indonesia terhadap
agenda global.

Dalam konteks kebijakan pem-
bangunan, isu pangan biru telah diinte-
grasikan dalam paradigma Ekonomi Biru
yang
bangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2025-2029, di mana ketahanan

pangan menjadi salah satu dari 17 tujuan

tertuang dalam Rencana Pem-

pembangunan prioritas (Firdausi & Budi-
man, 2025). Bappenas (2024) juga telah
menetapkan pangan biru sebagai salah
satu pilar utama dalam Peta Jalan Ekonomi
Biru Indonesia.

Sebagai isu lintas negara, pangan
biru memerlukan penguatan diplomasi re-

gional dan multilateral agar transformasi

11

sistem pangan dapat berlangsung secara
adil, berkelanjutan, serta berpihak pada
produsen lokal dan komunitas rentan.
Dengan langkah yang terarah, Indonesia
berpeluang besar menjadi pelopor trans-
formasi pangan biru di kawasan dan ber-
kontribusi nyata pada ketahanan pangan
global (Firdausi and Budiman, 2025; Fe-
brina et al., 2025; Garlock et al., 2024).
Dalam konteks global dan regional,
pangan biru telah menjadi landasan diplo-
masi Indonesia dalam  mendukung
ketahanan pangan nasional serta pengem-
bangan ekonomi biru yang berkelanjutan
(Febrina et al., 2025; LuSa & JakeSevic,
2017).

tangkap dan akuakultur terbesar kedua di

Sebagai produsen perikanan

dunia setelah  Tiongkok, Indonesia
menghasilkan 7,33 juta ton perikanan
tangkap (6,63 juta ton dari laut), 6,37 juta
ton ikan budidaya, dan 10,8 juta ton rumput
laut yang memasok sekitar 25 persen
kebutuhan perikanan global. Nilai ekspor
tahun 2024 mencapai USD 5,95 miliar ke
pasar utama Amerika Serikat, Tiongkok,
ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Keber-
hasilan tersebut diperkuat oleh berbagai
dokumen strategis nasional, seperti Blue
Food Assessment dan Indonesia Blue
Economy Index, serta kolaborasi dengan
lembaga internasional untuk mendorong
akselerasi pembangunan kelautan berke-
lanjutan.

Pangan biru menawarkan inovasi
dalam tata kelola sumber daya akuatik un-

tuk memenuhi kebutuhan gizi dan pangan



sekaligus memperkuat daya saing Indone-
sia di pasar internasional melalui kemitraan
lintas negara dan peningkatan kesejahter-
aan masyarakat pesisir (Putri et al., 2021;
Nisa, 2020). Diplomasi pangan biru Indo-
nesia berlandaskan pada pengelolaan
sumber daya akuatik yang inklusif, adaptif,
dan berkelanjutan sesuai tuntutan peru-
bahan iklim (Andaiyani, 2024; Prayuda &
Sary, 2019; Khoiriyah, 2024). Strategi yang
dijalankan mencakup pengembangan ino-
vasi produksi, hilirisasi produk perikanan,
penguatan infrastruktur distribusi, serta
pelibatan aktif masyarakat pesisir dalam
pembangunan nasional (Sundari et al.,
2021).

Potret potensi, kebijakan, dan arah
pembangunan ini menjadi dasar bagi pem-
bacaan atas praktik diplomasi pangan biru
Indonesia di berbagai forum global dan re-
gional yang akan diuraikan pada bagian

berikutnya.

Praktik Empiris Diplomasi Pangan Biru
Indonesia

Bagian ini menguraikan bagaimana
kerangka dan potensi pangan biru Indone-
sia diterjemahkan ke dalam praktik diplo-
masi konkret di tingkat global, regional, dan
bilateral.

Pada tingkat global, Indonesia aktif
mengusung Agenda Transformasi Biru
FAO yang berfokus pada pemberantasan
illegal, unreported, and unregulated fishing
(IUUF) serta penguatan sektor akuakultur.
tersebut melalui

Upaya dijalankan

berbagai forum internasional seperti WTO,
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UN Food Systems Summit (UNFSS), dan
beragam RFMO (Putri et al., 2021; Smith-
Godfrey, 2016). Kolaborasi teknologi dan
investasi berkelanjutan diprioritaskan un-
tuk mengentaskan kemiskinan serta
meningkatkan konsumsi pangan akuatik
secara global, sejalan dengan agenda
FAO Committee on Fisheries (COFI) ke-36
dan pencapaian SDG 14: Life Below Water
(Garlock et al., 2024).

Pada tingkat regional, ASEAN Blue
Food Framework berperan sebagai plat-
form integrasi kebijakan riset, investasi,
dan pengelolaan pangan biru lintas negara
yang terhubung dengan ASEAN Food Se-
curity =~ Reserve  dan  standardisasi
perdagangan berkelanjutan (Febrina et al.,
2025; Widya, 2023). Keberhasilan ke-
bijakan ekonomi biru di kawasan sangat di-
pengaruhi oleh kondisi lingkungan, kema-
juan teknologi, investasi, serta dinamika
demografi, sehingga kolaborasi dan ino-
vasi menjadi faktor utama keberlanjutan
(Smith-Godfrey, 2016). Partisipasi Indone-
sia dalam RFMO seperti Indian Ocean

Tuna Commission (IOTC), West and Cen-

tral Pacific Fisheries Commission
(WCPFC), dan Commission for the Con-
servation of Southern Bluefin Tuna

(CCSBT) turut memperkuat pengelolaan
sumber daya ikan migrasi, pelestarian

ekosistem laut, dan penetapan kuota
tangkap yang adil (Apriliana, 2024; Her-
lambang, 2022). Selain itu, kerja sama kea-
manan maritim, penegakan hukum lintas

negara, dan penguatan kerangka hukum



dalam menanggulangi praktik IUUF men-
jadi agenda prioritas meskipun masih
menghadapi kendala keterbatasan armada
dan kapasitas hukum (Vinata, 2023).

Pangan biru memiliki peran dalam
mendorong pencapaian SDG 2 (Zero Hun-
ger) dan SDG 14 melalui pengembangan
akuakultur berkelanjutan yang meningkat-
kan ketersediaan pangan, gizi, serta peles-
tarian ekosistem laut (Wijngaart et al.,
2017). Pendekatan ini memperkuat sistem
pangan dengan memastikan keberlanjutan
sumber daya akuatik sekaligus men-
dukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam konteks diplomasi maritim Indone-
sia saat ini, pangan biru menjadi instrumen
utama untuk memperkuat kerja sama inter-
nasional di bidang pengelolaan sumber
daya laut, investasi berkelanjutan, serta
tata kelola perikanan yang adil dan ber-
ketahanan. Melalui integrasi kebijakan na-
sional, kolaborasi lintas sektor, dan pen-
erapan teknologi ramah lingkungan, Indo-
nesia menegaskan komitmennya terhadap
transformasi sistem pangan global yang
inklusif dan berkelanjutan (Febrina et al.,
2025; LuSa & JakeSevi¢, 2017).

Melalui kerangka Pembangunan
Pangan Laut Berkelanjutan (Sustainable
Ocean Food Systems Framework), diplo-
masi pangan biru membuka peluang strat-
egis bagi Indonesia untuk memperkuat
kepemimpinan dalam pengelolaan sistem
pangan laut yang berkelanjutan, inklusif,
dan tangguh. Pendekatan ini menempat-

kan Indonesia bukan hanya sebagai pro-
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dusen utama pangan laut, tetapi juga se-
bagai aktor penting dalam tata kelola
global yang berfokus pada ketahanan pan-
gan, gizi, dan berkelanjutan sumber daya
laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan
wilayah laut yang mencakup dua pertiga
dari total teritorialnya, Indonesia memiliki
potensi besar untuk menjadikan sektor
pangan laut sebagai bagian integral dari
pembangunan ekonomi dan diplomasi
maritim (Natalegawa, 2013).

Dalam kerangka ini, pangan biru
dipandang sebagai sistem pangan yang
menghubungkan dimensi produksi, distri-
busi, konsumsi, dan inovasi teknologi yang
berpihak pada keberlanjutan ekosistem
serta kesejahteraan masyarakat pesisir
(Golden et al.,, 2021). Melalui diplomasi
pangan biru, Indonesia dapat memfasilitasi
kolaborasi lintas sektor dan lintas negara
untuk mengembangkan rantai nilai pangan
laut yang berkelanjutan, termasuk pen-
guatan riset akuakultur ramah lingkungan,
pengurangan limbah laut, serta pening-
katan akses pasar bagi produk perikanan
bernilai tambah tinggi.

Pendekatan ini memungkinkan In-
donesia untuk memperkuat citra global se-
bagai negara yang tidak hanya menjaga
kedaulatan laut, tetapi juga berkomitmen
pada sistem pangan global yang berkeadi-
lan dan berketahanan gizi. Diplomasi pan-
gan biru dalam konteks pangan berkelanju-
tan juga memberikan ruang baru bagi Indo-
nesia untuk memainkan peran normatif da-

lam berbagai inisiatif global, seperti UN



Decade of Ocean Science for Sustainable
Development dan High-Level Panel for a
Sustainable Ocean Economy. Melalui
partisipasi aktif ini, Indonesia dapat mem-
perjuangkan kepentingan nasional sembari
memperluas kontribusinya terhadap tata
kelola pangan global (Siler et al., 2015).

Di sisi ekonomi, kerangka pangan
laut berkelanjutan juga membuka peluang
peningkatan nilai ekspor dan diversifikasi
komoditas berbasis kelautan. Produk peri-
kanan, rumput laut, dan hasil akuakultur
berkelanjutan dapat diposisikan sebagai
komoditas strategis dengan nilai tambah
tinggi  yang
ekonomi, gizi,

kungan. Dalam konteks perdagangan in-

menggabungkan  aspek

dan keberlanjutan ling-
ternasional, positioning ini memperkuat
daya saing ekspor Indonesia sembari
menunjang branding nasional sebagai sus-
tainable seafood di Asia Tenggara.

Melalui inovasi dan tata kelola pan-
gan laut berkelanjutan, Indonesia dapat
secara simultan berkontribusi pada pening-
katan ketahanan pangan nasional, pen-
gentasan kemiskinan pesisir, serta kon-
servasi sumber daya laut. Pendekatan ini
menegaskan peran Indonesia sebagai
negara yang menempatkan tanggung ja-
wab global dan kepentingan nasional
secara seimbang dalam agenda pem-
bangunan berkelanjutan (Golden et al.,
2021).

Dengan demikian, penerapan
kerangka pangan laut berkelanjutan dalam
diplomasi pangan biru meneguhkan posisi

Indonesia sebagai negara yang mampu
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mengintegrasikan dimensi ilmiah,
ekonomi, dan diplomatik dalam satu visi
strategis. Pendekatan ini bukan hanya
memperkuat ketahanan pangan nasional
dan daya saing ekonomi maritim, tetapi
juga memperluas kontribusi Indonesia da-
lam penguatan sistem pangan global yang
inklusif dan berkelanjutan. Namun, se-
makin menguatnya peran diplomasi pan-
gan biru Indonesia juga diiringi oleh be-
ragam tantangan geopolitik, tata kelola,
dan keadilan perdagangan yang membat-
asi ruang gerak kebijakan, yang akan diba-

has pada bagian berikut.

Tantangan Utama Diplomasi Pangan
Biru Indonesia

Uraian tentang dinamika dan prak-
tik diplomasi pada bagian sebelumnya
menunjukkan besarnya potensi pangan
biru, tetapi sekaligus menyoroti berbagai
hambatan struktural dan geopolitik yang
secara langsung terkait dengan rumusan
masalah kedua artikel ini.

Meskipun peluang pengembangan
diplomasi pangan biru Indonesia sangat
menjanjikan, berbagai tantangan struktural
dan geopolitik masih membatasi efektivitas
implementasinya. Tantangan utama yang
paling menonjol terletak pada dinamika ge-
opolitik kawasan Indo-Pasifik, yang Kkini
menjadi panggung rivalitas strategis antara
dua kekuatan besar dunia—Amerika Seri-
kat dan Tiongkok. Persaingan keduanya
tidak hanya memengaruhi stabilitas re-

gional tetapi juga membentuk konteks



operasional diplomasi pangan biru Indone-
sia. Sengketa teritorial di Laut Tiongkok
Selatan menjadi ilustrasi nyata bagaimana
perebutan pengaruh terhadap jalur laut
strategis dapat menghambat upaya mem-
bangun tata kelola kawasan yang stabil
dan kolaboratif. Dalam kondisi ini, diplo-
masi pangan biru Indonesia harus dijalan-
kan dengan kehati-hatian, menyeim-
bangkan posisi nasional di antara tekanan
geopolitik yang bersumber dari kepent-
ingan besar kedua negara tersebut
(Bueger & Edmunds, 2020).

Di luar konteks geopolitik, tan-
tangan substansial juga muncul dalam
aspek akses pasar dan perdagangan inter-
nasional. Produk pangan biru Indonesia
kerap menghadapi hambatan untuk me-
masuki pasar global akibat kombinasi
faktor seperti persaingan ketat, fluktuasi
harga, serta penerapan standar mutu dan
keberlanjutan yang semakin ketat di
negara-negara maju. Isu ini semakin kom-
pleks karena keterlibatan lembaga multilat-
eral seperti RFMO, di mana negosiasi
mengenai kuota tangkap ikan seringkali
mempertemukan kepentingan negara pan-
tai seperti Indonesia dengan Distant Water
Fishing Nations (DWFNs) yang memiliki ar-
mada besar dan pengaruh politik yang
dominan. Dalam forum seperti ini, posisi In-
donesia tidak hanya ditentukan oleh ke-
mampuan diplomasi, tetapi juga oleh kapa-
sitas teknis dan akses terhadap data ilmiah
yang kredibel (Pomeroy, Parks, & Mra-

kovcich, 2016).
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Lebih lanjut, muncul pula hambatan
non-tarif yang bersumber dari penerapan
standar internasional yang diklaim sebagai
instrumen keberlanjutan, tetapi dalam
praktiknya sering kali menimbulkan ketim-
pangan dalam perdagangan global. Skema
sertifikasi seperti Marine Stewardship
Council dan kebijakan lingkungan seperti
European Green  Dealmenunjukkan
bagaimana isu keberlanjutan dapat di-
manfaatkan sebagai bentuk proteksion-
isme terselubung oleh negara-negara
maju. Hal ini menuntut strategi diplomasi
yang adaptif dan progresif agar Indonesia
dapat berpartisipasi aktif dalam penyusu-
nan standar global tanpa mengorbankan
kepentingan nelayan kecil dan produsen
lokal (Clapp & Fuchs, 2009). Dengan
demikian, pendekatan diplomasi pangan
biru Indonesia perlu bersifat transformatif,
berlandaskan

pada prinsip keadilan,

inklusivitas, dan diferensiasi kapasitas
antarnegara dalam tata kelola global.
Selanjutnya, tantangan lain datang
dari praktik [IUUF serta kegiatan penangka-
pan berlebih (overfishing) yang masih
marak terjadi di beberapa wilayah perairan
nasional. Aktivitas ini tidak hanya meng-
gerus sumber daya ikan, tetapi juga
mengancam keberlanjutan ekonomi ne-
layan tradisional dan merusak citra Indone-
sia dalam tata kelola perikanan global (Ag-
new et al., 2009; Palma, Tsamenyi, & Ede-
son, 2010). Dalam konteks ini, diplomasi
pangan biru berperan penting dalam mem-

perkuat kerja sama dengan negara lain



dan organisasi internasional untuk memas-
tikan kepatuhan terhadap prinsip tata kel-
ola laut yang berkelanjutan.

Selain faktor eksternal tersebut, di-
mensi sosial-ekonomi domestik juga men-
jadi elemen penting dalam keberhasilan di-
plomasi pangan biru. Pemberdayaan
masyarakat pesisir dan pelibatan nelayan
artisanal dalam proses diplomasi menjadi
langkah strategis untuk memastikan
bahwa kebijakan tidak hanya berfokus
pada elit atau pasar ekspor, tetapi juga me-
nyentuh akar kesejahteraan masyarakat.
Nelayan kecil merupakan aktor kunci da-
lam rantai produksi pangan biru nasional,
dan keberhasilan mereka berkontribusi
langsung terhadap stabilitas sosial-
ekonomi pesisir. Oleh karena itu, diplomasi
pangan biru yang berkeadilan harus
menempatkan mereka sebagai mitra ke-
bijakan, bukan sekadar penerima manfaat
(Béné, Hersoug, & Allison, 2010; Fabinyi,
Barclay, & Eriksson, 2017).

Tantangan terakhir yang perlu dic-
ermati adalah isu subsidi perikanan dalam
perundingan di WTO. Bagi Indonesia,
keberadaan subsidi bagi nelayan artisanal
merupakan instrumen penting untuk men-
jaga kelangsungan ekonomi pesisir,
meningkatkan ketahanan pangan nasional,
serta mengurangi kesenjangan antarwila-
yah (Hilton & Agimuddin, 2015; Gea et al.,
2025; Soeparna & Taofiqurohman, 2023).
Namun, penerapan ketentuan dalam
Agreement on Fisheries Subsidies WTO

yang cenderung membatasi subsidi berpo-
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tensi menimbulkan dampak negatif ter-
hadap pasar domestik dan keberlanjutan
lapangan kerja di wilayah pesisir. Oleh
sebab itu, Indonesia secara konsisten
memperjuangkan fleksibilitas dan perla-
kuan khusus bagi negara berkembang da-
lam proses perundingan tersebut, dengan
menegaskan pentingnya prinsip keadilan
dan diferensiasi kapasitas dalam sistem
perdagangan global perikanan (Gea et al.,

2025).

Arah Solusi dan Desain Strategi Diplo-
masi

Bagian ini merespons rangkaian
tantangan geopolitik, tata kelola, dan kead-
ilan perdagangan yang telah dipetakan
sebelumnya dengan menawarkan arah so-
lusi dan desain strategi diplomasi pangan
biru Indonesia yang lebih terintegrasi dan
transfordmatif.

Dalam menghadapi kompleksitas
geopolitik, ekonomi, dan sosial yang me-
warnai diplomasi pangan biru, Indonesia
perlu menerapkan strategi yang terin-
tegrasi, jangka panjang, dan adaptif ter-
hadap dinamika global. Diplomasi pangan
biru tidak hanya berfungsi sebagai alat di-
plomasi untuk memperluas akses pasar
dan kerja sama ekonomi maritim, tetapi
juga sebagai instrumen strategis untuk
memperkuat posisi Indonesia sebagai
negara kepulauan berdaulat dan aktor
kunci dalam tata kelola pangan laut global.

Pertama, dalam konteks geopolitik
Indo-Pasifik yang sarat kompetisi antara

kekuatan besar seperti Amerika Serikat



dan Tiongkok, Indonesia perlu menegas-
kan pendekatan diplomasi maritim yang
kolaboratif dan inkusif. Penguatan imple-
mentasi ASEAN Outlook on the Indo-Pa-
(AQIP)

utama untuk mempromosikan kemitraan

cific dapat menjadi instrumen
berbasis kepentingan bersama di bidang
keberlanjutan laut dan ketahanan pangan
kawasan. Di sisi lain, diplomasi pangan
biru Indonesia perlu menempati peran se-
bagai jembatan antara negara-negara
maju dan berkembang dalam membangun
tata kelautan yang damai dan egaliter. Me-
lalui forum seperti Our Ocean Conference
atau High Level Panel for Sustainable
Ocean Economy, Indonesia dapat menon-
jolkan diplomasi pangan biru sebagai ba-
gian dari diplomasi ketahanan pangan dan
pembangunan berkelanjutan kawasan.
Kedua, untuk memperkuat posisi
dalam perundingan internasioal dan
mengatasi ketimpangan dalam pengambi-
lan keputusan global, Indonesia perlu

menginisiasi dan memperluas koalisi
Coastal
State Alliance (CSA) dalam forum IOTC.

Koalisi ini dapat mencakup negara-negara

negara sepemahaman, seperti

pantai di Asia dan Afrika yang memiliki
kepentingan serupa dalam melindungi
sumber daya laut, memperjuangkan kead-
ilan perdagangan maritim, serta memper-
tahankan hak pengelolaan sumber daya di
wilayah yurisdiksi nasional. Melalui pen-
dekatan kolektif, Indonesia dapat mem-
perkuat posisi tawar terhadap negara-
negara maiju, khususnya dalam forum mul-
tilateral seperti WTO, FAO, atau RFMOs.
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Aliansi ini juga berpotensi menjadi wadah

koordinasi  kebijakan antara negara
berkembang (Global South Coalition) un-
tuk menyuarakan isu keadilan maritim, per-
lindungan nelayan kecil, serta penerapan
keberlanjutan yang lebih proporsional
dengan kapasitas nasional masing-masing
anggota.

Ketiga, dalam aspek perdagangan
dan pasar global, diplomasi pangan biru In-
donesia perlu ditopang oleh kebijakan ber-
basis ilmu pengetahuan (science-based di-
plomacy). Transparansi data produksi,
praktik penangkapan berkelanjutan, dan
penggunaan teknologi desain sertifikasi
nasional menjadi kunci untuk menegosi-
asikan pengakuan terhadap produk pan-
gan biru Indonesia. Selain itu, Indonesia
perlu memperjuangkan kesetaraan dalam
sistem sertifikasi global agar standar ling-
kungan dan keberlanjutan tidak menjadi
bentuk proteksionisme baru yang meng-
hambat ekspor dari negara berkembang.
Peran aktif Perwakilan Indonesia di luar
negeri dan lembaga riset dapat memper-
luas dukungan politk dan pasar bagi
produk kelautan Indonesia yang berke-
lanjutan.

Keempat, untuk menekan praktik
IUUF, strategi nasional perlu diperkuat me-
lalui diplomasi maritim kolaboratif. Indone-
sia dapat memajukan kerja sama di bawah
kerangka Regional Plan of Action to Pro-
mote Responsible Fishing Practices
(RPOA-IUU) serta mengembangkan jejar-
ing operasional intelijen perikanan ber-
sama negara

tetangga. Penggunaan



teknologi seperti vessel monitoring system
(VMS), electronic traceability, dan kerja
sama satelit lintas negara dapat mening-
katkan

sekaligus memperkuat kredibilitas diplo-

efektivitas pengawasan laut
masi kelautan Indonesia di tingkat global.

Kelima, menghadapi tekanan dari
penerapan standar internasional dan ke-
bijakan lingkungan negara maju, Indonesia
perlu mengedepankan pendekatan diplo-
masi normatif yang menitikberatkan pada
keadilan global (global fairness diplomacy).
Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat
memperjuangkan penerapan prinsip com-
mon but differentiated responsibilities da-
lam perumusan aturan Kkeberlanjutan
kelautan. Upaya ini perlu disertai pen-
guatan kapasitas domestik — baik pada
tingkat kebijakan maupun pelaku ekonomi
nelayan kecil — agar Indonesia mampu me-
menuhi standar Internasional tanpa ke-
hilangan daya saing atau kedaulatan
ekonomi (Clapp & Fuchs, 2009).

Selain faktor eskternal, dimensi so-
sial-ekonomi domestik juga harus menjadi
prioritas. Diplomasi pangan biru yang efek-
tif harus memastikan pemberdayaan
masyarakat pesisir, terutama nelayan arti-
sanal, dalam rantai nilai ekonomi kelautan.
Negara perlu memperkuat skema pem-
biayaan, pelatihan, dan infrastruktur untuk
meningkatkan daya saing produksi
mereka. Partisipasi masyarakat pesisir da-
lam forum internasional dan dialog ke-
bijakan akan memastikan bahwa diplomasi
pangan biru bersifat representatif, inklusif,

dan berakar pada kesejahteraan rakyat

18

(Béné, Hersoug, & Allison, 2010; Fabinyi,
Barclay, & Eriksson, 2017).

Akhirnya, dalam perundingan sub-
sidi perikanan di WTO, Indonesia perlu
menerapkan issue linkage diplomacy yang
menghubungkan isu subsidi dengan di-
mensi ketahanan pangan dan pem-
bangunan berkelanjutan. Indonesia dapat
berkolaborasi dengan anggota CSA untuk
mengadvokasi fleksibilitas bagi negara
berkembang serta pengakuan atas pent-
ingnya subsidi bagi nelayan kecil. Pen-
dekatan ini akan memperkuat legitimasi In-
donesia sebagai juru bicara negara-negara
berkembang dalam memperjuangkan sis-
tem perdagangan global yang lebih adil
dan inklusif (Gea et al. 2025).

Dengan demikian, strategi diplo-
masi pangan biru Indonesia perlu dikon-
struksi di atas tiga fondasi utama: strategi
kebijakan nasional, pembentukan koalisi
internasional berbasis kepentingan ber-
sama, dan penguatan masyarakat pesisir
sebagai pilar ketahanan pangan laut. Me-
lalui perpaduan antara diplomasi berbasis
sains, keadilan, dan solidaritas maritim
global, Indonesia berpotensi memimpin
gerakan transformatif menuju tata kelola
pangan biru yang inklusif dan berkelanju-

tan di tingkat global.

KESIMPULAN
Artikel ini menegaskan bahwa pan-

gan biru merupakan pilar strategis

ketahanan pangan global karena mampu
secara simultan meningkatkan mutu gizi,
tekanan dan

menurunkan lingkungan,



memperkuat penghidupan masyarakat
pesisir, terutama di negara kepulauan sep-
erti Indonesia (Golden et al., 2021; Gephart
et al., 2021; Tigchelaar et al., 2022; Crona
et al., 2023). Berbagai studi menunjukkan
bahwa pangan akuatik memiliki kepadatan
mikronutrien yang tinggi, jejak lingkungan
yang relatif lebih rendah dibandingkan ban-
yak produk ternak darat, serta peran pent-
ing dalam stabilitas pasokan protein dan
resiliensi sistem pangan terhadap gun-
cangan iklim (Golden et al., 2021; Gephart
et al., 2021; Tigchelaar et al.,, 2022).
Temuan ini menempatkan pangan biru se-
bagai komponen kunci transformasi sistem
pangan yang lebih sehat, berkelanjutan,
dan inklusif.

Namun, literatur mengenai ekonomi
biru dan tata kelola kelautan mengingatkan
bahwa transformasi pangan biru berisiko
memperdalam ketimpangan jika dimensi
keadilan sosial, hak-hak nelayan kecil, dan
asimetri kekuasaan dalam tata kelola laut
serta perdagangan internasional tidak diat-
asi secara serius (Béné et al., 2010;
Farmery et al., 2021; Silver et al., 2015;
Bueger & Edmunds, 2020). Pendekatan
ekonomi biru yang terlalu menekankan
pertumbuhan dan investasi dapat
memosisikan pangan biru semata sebagai
komoditas ekspor bernilai tinggi, bukan se-
bagai instrumen pemenuhan hak atas pan-
gan bagi kelompok rentan di negara
berkembang (Farmery et al., 2021; Silver et
al., 2015). Karena itu, agenda keberlanju-

tan perlu dirancang dengan prinsip keadi-
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lan, diferensiasi kapasitas, dan perlin-
dungan terhadap perikanan skala kecil se-
bagai fondasi utama.

Dalam konteks Indonesia, pengala-
man kebijakan menunjukkan bahwa pan-
gan biru memiliki potensi besar untuk
menopang ketahanan pangan, gizi, dan
pembangunan pesisir, tetapi masih
menghadapi tantangan berupa degradasi
ekosistem, fragmentasi kebijakan,
keterbatasan integrasi dalam perencanaan
pembangunan nasional, serta tekanan
standar dan rezim perdagangan global
(Wijngaart et al., 2017; Febrina et al., 2025;
Firdausi & Budiman, 2025; Garlock et al.,
2024; Gea et al.,, 2025).

mengenai subsidi perikanan di WTO dan

Perdebatan
standar keberlanjutan di pasar utama
mencerminkan pentingnya kapasitas diplo-
masi dan data ilmiah yang kuat untuk me-
mastikan bahwa aturan global tidak meru-
gikan nelayan kecil dan produsen di
negara berkembang (Hilton & Agimuddin,
2015; Soeparna & Taofiqurohman, 2023;
Gea et al., 2025).
Berdasarkan sintesis tersebut,
artikel ini artikel ini secara eksplisit menja-
wab rumusan masalah dengan memformu-
lasikan konsep “diplomasi pangan biru In-
yang
menghubungkan bukti ilmiah mengenai

donesia” sebagai  kerangka
peran pangan biru dalam gizi dan keber-
lanjutan dengan kebijakan domestik dan
praktik diplomasi di berbagai forum inter-
nasional. Diplomasi pangan biru Indonesia

diposisikan sebagai instrumen soft power



untuk memperkuat ketahanan pangan na-
sional, memperjuangkan tata kelola pan-
gan laut yang adil dan inklusif, serta
mengamankan ruang kebijakan bagi
negara berkembang dalam rezim keber-
lanjutan dan perdagangan global (Nye,
2004; Li & Mok, 2025; Garlock et al., 2024;
Febrina et al., 2025). Pendekatan ini mem-
buka peluang bagi Indonesia untuk tampil
sebagai pelopor regional dan aktor nor-
matif dalam pembangunan sistem pangan
laut berkelanjutan, sekaligus menegosi-
asikan keseimbangan antara tanggung ja-
wab global dan kepentingan nasional di bi-
dang ketahanan pangan dan ekonomi biru.

Ke depan, penelitian lebih lanjut
perlu diarahkan pada pengembangan indi-
kator operasional diplomasi pangan biru,
analisis empiris praktik negosiasi Indone-
sia dalam forum WTO, RFMO, dan inisiatif
pangan biru global, serta kajian dampak
kebijakan pangan biru terhadap kese-
jahteraan nelayan kecil dan ketahanan gizi
rumah tangga pesisir. Pendalaman aspek-
aspek ini akan memperkaya rancangan
strategi diplomasi pangan biru Indonesia
dan memperkuat basis ilmiah bagi
pengambilan keputusan di tingkat nasional

maupun internasional.
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